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Reformasi (Polri) BelumUsai
P OLEMIK Polri dan

KPK saat ini rasanya
dapat dikatakan seba-

gai polemik Cicak versus
Buaya jilid 11,dan posisi Polri
kali ini masih sebagai pihak
yang berseberangan dengan
masyarakat yang menyuara-
kan sikap antikorupsi. Peng-
gambaran cicak versus buaya
secara langsung juga mencer-
minkan sebuab posisi siapa
yang kuat dan siapa yang
lemah dan sangat tampak
babwa Polri masih menun-
jukkan posisinya sebagai lem-
baga yang memiliki kekuatan
dengan mendatangi Kantor
KPK tanpa adanya prosedur
hukum yang jelas. Merujuk
kepada pendapat Kapolri bab-
wa tidak ada perintab untuk
melakukan penggeledahan
dan penangkapan terhadap
Kompol "N"yang juga selaku
penyidik KPK

Sebagai institusi yang tugas-
nya bergerak di dalam pene-
gakan hukum, Polri saat ini '
memang sedang mendapatkan
kepercayaan yang rendab dari
masyarakat sebab Polri diang-
gap masyarakat sebagai se-
buab institusi penindas dan
bukan institusi penegak hu-
kum yang profesional. Mun-
culnya ketidakpercayaan ma-
syarakat terhadap Polri inilah
yang kemudian membuat

Kapolri melontarkan per-
nyataan "Polri dalam keadaan
terjepit".

Kalau kita ingin menelusuri
lebih dalam terkait masih
rendahnya dukungan serta
kepercayaan masyarakat ter-
hadap kepolisian, maka hal
ini disebabkan karena sikap
arogansi kepolisian sendiri
dan rendahnya kepedulian
lembaga ini terhadap
masyarakat, khususnya yang
terkait dengan adanya de-
sakan masyarakat dalam
pemberantasan korupsi.

Arogansi sikap aparat ke-
polisian yang dibawa ke kan-
tor KPK dengan menjemput '
paksa penyidik dah memaksa
masuk kantor KPK menun-
jukkan babwa sifat militeristik
dan represif masih diperta-
hankan. Ketika sikap arogansi
yang menekankan pada unsur
kekuatan masih melekat pada
institusi kepolisian maka da-
pat dikatakan babwa refor-
masi kepolisian belum tuntas.

Sikap arogansi merupakan

hal yang sepatutnya diha-
puskan dari tubuh Polri. Hal
ini disebabkan babwa Polisi
adalah aparatur negara yang
bertugas untuk menegakkan
hukum, melayani masyarakat,
dan melindungi masyarakat.
Dalam rangka mewujudkan
ketiga hal tersebut maka su-
dah seharusnya Polri men- ,
dukung upaya pemberantasan
korupsi, termasuk di internal
kepolisian sendiri. Polri se-
harusnya mewarisi sejarab ke-
polisian Inggris yang menam-
pilkan diri sebagai tipe polisi
modern' dimana polisi lebih
berwatak sipil sebagaimana
banyak dikenal dengan istilab
"moving' away from military
configurations and shaking
hands with the entire commu-
nity".

Lanjutkan refonnasi
Lain halnya dengan KPK

maka lain .pula dengan Polri.
Seharusnya pascapemisaban
dari TNI pada tanggali April
1999, institusi kepolisian su-
dah harus mampu memba-
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ngun kembali kepercayaan
masyarakat, tidak hanya de-
ngan upaya pemberantasan
terorisme melainkan juga
dalam hal penegakkan hukum.
Upaya mereformasi Polri
sepertinya masih sebatas pada
pemisaban insitusi, fungsi dan
kewenangan Polri dari TNI,
karenanya reformasi kepo-
lisian masih dihadapkan pada
sebuab tantangan dalam men-
ciptakan kepolisian yang han-
dal dan profesional yang ke-
mudian dapat dipercaya oleh
masyarakat secara luas.

Di satu sisimasyarakat telab
melihat dan menilai kinerja
KPK selama ini cukup baik
dalam mengungkap berbagai
kasus korupsi di negeri ini,
dengan mampu memerka-

. rakan para koruptor serta
cukup banyak mengembalikan
uang negara yang hilang. Se-
dangkan di sisi lain untuk uru-
san pemberantasan korupsi
Polri masih terlihat lebih le-
mab dari KPK Babkan menja-
di salab satu institusi yang
masih harus dibersihkan dari
korupsi itu sendiri. Sudab sep-
atutnya Polri mencontoh apa
yang sudab dilakukan oleh
KPK agar wibawa kepolisian
menjadi kembali meningkat.
Bertindak agresif serta arogan
bukan merupakan cara yang
dapat mengembalikan keper-



-
cayaan rnasyarakat terhadap
kepolisian,

Konsep perpolisian yang
berbasiskan pada kepentingan
.masyarakat "community-ori-
ented policing" dan bukan pa-
da kepentingan kekuasaan se-
perti yang dikernukakan
George Kelling (1988) harus
diirnplernentasikan dalarn ke-
lanjutan proses reforrnasi ke-
polisian. Sebab, konsep ini
rnenjadikan rnasyarakat seba-
gi pusat pelayanan, rnasya-
rakat dibiarkan rnenentukan
sendiri agenda apa yang ingin
dijalankan dan agenda itu pu-
la yang kernudian dilaksa-
nakan oleh polisi. Konsep ini
telah diakui rnernpunyai sisi
positif dalarn rnenciptakan cit-
ra kepolisian yang positif,
peduli terhadap rnasyarakat,
dinarnis, rnarnpu bekerjasarna
dengan lembaga-lembaga lain,
netral dan demokratis, serta
rnarnpu rnelindungi dan me-
ngayorni rnasyarakat.

Ke depan berbicara rnenge-
nai lernbaga kepolisian yang
reforrnis rnaka yang harus ter-
bentuk adalah lernbaga negara
yang berorientasi pada ke-
pentingan masyarakat, tang-
gap terhadap tuntutan rnasya-
rakat, transparan, bertang-
gungjawab, berpatokan pada
kaidah hukurn dan keadilan.
***


